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PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

INSPEKTORAT KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi
daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten
Situbondo, tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten
Situbondo sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Bupati Nomor 41 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Situbondo sudah
tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga
perlu diganti;

bahwa guna maksud sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo
tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat
Kabupaten Situbondo.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 334, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972
tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat
Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1972 Nomor 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);



Menetapkan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2010;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 32);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Inspektort Kabupaten Situbondo (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN SITUBONDO.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

W
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Situbondo.

Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

Bupati adalah Bupati Situbondo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Situbondo.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten
Situbondo.

Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Situbondo.
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
selanjutnya disebut APIP adalah Instansi pemerintah
yang dibentuk dengan tugas melaksanakan
pengawasan intern (internal audit) di lingkungan
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah,
yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), Inspektorat  Jenderal
Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern
pada Kementerian Negara, Inspektorat
Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah  Non
Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern
pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan
Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/
Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan
Hukum  Pemerintah lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya
disebut JFA adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang
untuk melakukan pengawasan intern pada instansi
pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di



dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, yang
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan
kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat
yang berwenang.

11. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya
disebut JFP2UP adalah jabatan fungsional yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab,
dan wewenang untuk melakukan pengawasan atas
penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di
daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, yang
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

BAB 1II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

(3) Inspektur secara teknis administratif mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan
desa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan program pengawasan;

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
dan

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
tugas pengawasan.



BAB III
ORGANISASI
Pasal 5

Organisasi Inspektorat terdiri dari :

a.
b.

@ =™ 0o a0

(1)
(2)

(3)

(4)

Inspektur ;

Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan ;

2. Sub Bagian Administrasi dan Umum ; dan
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
Inspektur Pembantu Wilayah I;

Inspektur Pembantu Wilayah II;

Inspektur Pembantu Wilayah III;

Inspektur Pembantu Wilayah IV;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f
membawahi  wilayah  kerja pembinaan dan
pengawasan pada Instansi/Satuan Kerja di
lingkungan Pemerintah Daerah dan Kecamatan serta
Desa/Kelurahan.

Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur melalui
Surat Keputusan dengan mempertimbangkan
efektifitas penyelenggaraan pengawasan.

Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah 1,
Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu
Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV
masing-masing berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Inspektur.

BAB IV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
INSPEKTUR
Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas memimpin, melakukan
koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan
kegiatan di bidang Inspektur Pembantu Wilayah I,

Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu
Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV.



Bagian Kedua
SEKRETARIAT
Pasal 8
Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan
koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan
administratif dan fungsional kepada semua unsur di
lingkungan Inspektorat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian
rencana dan program kerja pengawasan;

b. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan
penyimpanan Laporan Hasil Pengawasan Aparat
Pengawasan Fungsional Daerah;

c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan
teknis fungsional;

d. penyusunan, penginventarisasian dan
pengkoordinasian data dalam rangka
penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan

e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat
menyurat dan rumah tangga.

Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan
Pasal 10

(1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas
menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian
rencana/program kerja pengawasan, menghimpun
dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-
undangan, dokumentasi dan pengolahan data
pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan
menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian penyiapan rencana/program
kerja pengawasan dan fasilitasi;

penyusunan anggaran Inspektorat;

penyelenggaan kerjasama pengawasan;

penyiapan peraturan perundang-undangan;

°opo o

penyiapan dokumentasi dan pengolahan data
pengawasan,;



(1)

(2)

(1)

f. pelaksanaan ketatausahaan;

g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
Sekretaris; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Administrasi dan Umum
Pasal 11

Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2,

mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,

keuangan, penatausahaan surat menyurat dan

urusan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi dan Umum

menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat
dan kearsipan;

b. pengelolaan administrasi, inventarisasi,
pengkajian, analisis pelaporan;

c. pengelolaan urusan kepegawaian;

d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah
tangga,;

e. pengelolaan urusan keuangan;

f. pelaksanaan ketatausahaan;

g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
Sekretaris; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 12

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3,
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
evaluasi, menghimpun, mengolah, menilai dan
menyimpan laporan hasil pengawasan aparat
pengawasan fungsional dan melakukan administrasi
pengaduan masyarakat serta menyusun laporan
kegiatan pengawasan.



(2)

(1)

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

menyelenggarakan fungsi :

a. penginventarisasian hasil pengawasan dan
tindak lanjut hasil pengawasan;
penyiapan laporan dan statistik Inspektorat;

c. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data
pengawasan,;
pelaksanaan ketatausahaan;

e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
Sekretaris; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Ketiga
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH
Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 huruf ¢, huruf d, huruf e
dan huruf f mempunyai tugas membantu Inspektur
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah,
pemerintahan desa dan penanganan kasus
pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah

menyelenggarakan fungsi :

a. pengusulan program pengawasan di wilayah
kerjanya;

b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di
wilayah kerjanya;

c. pelaksanaan fasilitasi pengawasan dan
pembinaan pada wilayah kerjanya;

d. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di
wilayah kerjanya;

e. pengelolaan penanganan kasus atau pengaduan
pada satuan kerja di wilayah kerjanya;

f. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan,
pengujian, reviu dan penilaian tugas
pengawasan di wilayah kerjanya;

g. pengelolaan laporan hasil pengawasan dan
pembinaan pengawasan di wilayah kerjanya;

h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan



(1)

(2)

(3)

(4)
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i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh Inspektur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok  Jabatan  Fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf g mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kelompok  Jabatan  Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga
JFA dan tenaga P2UPD yang terbagi dalam beberapa
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan
bertanggungjawab  kepada  Inspektur melalui
Inspektur Pembantu sesuai wilayahnya.
Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang
meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan
kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultansi,
sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai atas efisiensi dan
efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan
proses tata kelola objek yang diawasi, pejabat
fungsional memiliki wewenang :

a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen
yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi
dan/atau pihak yang terkait;

b. melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan
uang dan barang milik daerah, ditempat
pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata
usaha keuangan daerah serta pemeriksaan
terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat,
bukti-bukti, rekening koran,
pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang
terkait dengan penugasan;

c. menetapkan jenis dokumen, data, serta
informasi yang diperlukan dalam penugasan
pengawasan; dan

d. memeriksa secara fisik setiap asset yang berada
dalam pengurusan pejabat instansi yang
diawasi.

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.
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enis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai
5) Jenis dan Jenj Jab F ional di i
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2010
tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten
Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI SITUBONDO,
ttd

Diundangkan di Situbondo DADANG WIGIARTO
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